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ABSTRAK 
Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2020 tanggal 09 Maret 2020 . Dalam putusannya 
majelis hakim tingkat kasasi menekankan pada pertanggung  jawaban hukum pidana pada putusan 
pengadilan tingkat sebelumnya, yaitu adanya penyalahgunaan narkotika dengan tujuan menyembunyikan 
atau menyamarkan asal usul harta kekayaan pada perkara tindak pidana pencucian uang. Metode yang 
digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, dan pendekatan kasus 
berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh bahwa 
pertanggung jawaban hukum pidana dalamPutusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2020 dikaitkan dengan tindak 
pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika. Sehingga putusan yang 
dihasilkan akan memberikan kesadaran untuk pelaku tindak pidana pencucian uang dikemudian hari. 
Pertanggung jawaban hukum pidana yang telah diputuskan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak 
pidana pencucian uang memberikan kepastian keadilan dan kepastian hukum. Dalam tindak pidana 
pencucian uang tersebut dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.  
  
Keywords: Pertanggung Jawaban, Pencucian Uang, Narkotika.  

 
ABSTRACT 

This paper examines Decision Number 144 K/Pid.Sus/2020 dated March 09, 2020. In its decision, the panel 
of judges at the cassation level emphasized the responsibility for criminal law in the court's decision at the 
previous level, namely the abuse of narcotics with the aim of hiding or disguising the origin of assets in 
cases of money laundering. The method used is normative juridical with a statutory approach, and a case 
approach in the form of court decisions that have permanent legal force. The results showed that the 
criminal law liability in Decision Number 144 K/Pid.Sus/2020 was associated with the crime of money 
laundering obtained from the proceeds of narcotics crime. So that the resulting decision will provide 
awareness for perpetrators of money laundering crimes in the future. Accountability for criminal law that 
has been decided by the panel of judges against perpetrators of money laundering crimes provides certainty 
of justice and legal certainty. In the crime of money laundering, it can harm oneself and the surrounding 
environment.  
  
Keywords: Accountability, Money Laundering, Narcotics Crime.  
  
PENDAHULUAN  

Tulisan ini meneliti pertanggung jawaban hukum pidana pada putusan hakim tingkat kasasi dengan 
Putusan Nomor 144K/Pid.Sus/2020 pada tanggal 09 Maret 2020 yang menguatkan putusan sebelumnya. 
Kasus posisi dalam penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan 
Tindak Pidana Narkotika. Hal menarik yang membuat kami mengangkat putusan ini untuk kami kaji ialah 
pertanggung jawaban hukum pidana pada hasil putusan hakim yang memangkan sebagian hukuman dari 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Tingkat Pengadilan Negeri, Tingkat Pengadilan Tinggi Maupun di Tingkat 
Kasasi.   
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Penelitian ini lebih mengacu kepada perspektif tingkat kesalahan pada hukum positif namun Hakim 
mempunyai perspektif yang berbeda dari sudut pandang pertimbangan lain. Dalam kasus ini jelas terdakwa 
bukan hanya terlibat pada Tindak Pidana Pencucian Uang namun juga Tindak  
Pidana Narkotika yang mana hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN/Kla, yang 
mana dalam putusan tersebut terdakwa di tuntut dengan hukuman penjara 17 tahun penjara, namun di 
putus dengan hukuman penjara selama 12 tahun penjara.  

Isu hukum yang diangkat penulis adalah bentuk pertanggung jawaban hukum pidana dalam putusan 
hakim yang diwujudkan guna memfasilitasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencucian uang 
dengan perkara Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2020. Kasus ini terkait penyalahgunaan narkotika, dimana 
pelaku melakukan transaksi jual beli narkotika dan menerima transfer sejumlah uang dengan menggunakan 
beberapa rekening. Terdakwa AKHMAD TAUFAN MANFALUTI.,SE alias TAUFAN beberapa kali telah 
melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Bang I alias ihwan dan pembayaran dalam transaksi 
tersebut dilakukan melalui transfer antar rekening, rekening yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam 
transaksi a quo yaitu rekening Bank BCA yang mendasar pada Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2020 yang 
telah berkekuatan hukum tetap.  

Putusan Nomor 144K/Pid.Sus/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan perkara 
tindak pidana atas nama terpidana T yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
“Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penyalahgunaan narkotika dnegan 
tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana dimaksud dalam 
Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  

Dalam penelitian berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka 
pengadilan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam katagori pencucian uang karena adanya transaksi 
uang masuk dan uang keluar dari rekening Terdakwa yang berasal dari suatu tindak pidana serta penilaian 
hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Namu, pemeriksaan dalam tingkat 
kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum 
diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan 
undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  

Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan amar putusan, tampak jelas pertanggung 
jawaban hukum pidana terdakwa lebih ringan dari tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri 
Mojokerto tanggal 22 April 2019, sehingga memotifasi penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.  

  
Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni : Bagaimana pertanggung 
jawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang dihasilkan dari tindak pidana 
Narkotika ?   

  
Tujuan dan Kegunaan  

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum pidana terhadap 
pelaku tindak pidana pencucian uang. Manfaat yang diperoleh dari kajian ini akan mengetahui mengenai 
pertanggung jawaban hukum pidana pada putusan hakim dikaitkan dengan kasus tindak pidana pencucian 
uang yang diperoleh hasilnya dari tindak pidana narkotika. Dan sebagai instrumen pencegahan karena 
memberi peringatan kepada pelaku potensial bahwa mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas 
setiap kerugian yang ditimbulkan pelaku secara khusus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.  

.  
 

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index


JURNAL LEX SPECIALIS 
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022 

P-ISSN  : 2774-423X| E-ISSN  : 2774-4248 
Link :  http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index 

 

 

 

4
2
7

 

PEMBAHASAN  
Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Nomor 144.K/Pid.Sus/2020 dalam perkara tindak pidana 

pencucian uang Terdakwa AKHMAD TAUFAN MANFALUTI,.SE alias TAUFAN diancam pidana dalam 
Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010  tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang.  

Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Bang I alias 
Ihwan dan pembayaran dalam transaksi tersebut dilakukan melalui transfer antar rekening, rekening yang 
dipergunakan oleh Terdakwa dalam transaksi yaitu rekening Bank BCA serta Terdakwa telah menerima 
transferan sejumlah uang dengan menggunakan beberapa rekening.  

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dnegan 
dakwaan sebagai berikut :  Kesatu diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang. Atau  
Kedua  : diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8  Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Atau Ketiga  diancam pidana 
dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  Subsidair  : diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  Atau  Keempat : diancam pidana 
dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Berdasarkan tuntutan Penuntut Umum pada 
Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 22 April 2019 sebagai berikut :   

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, SE alias TAUFAN bersalah melakukan 
tindak pidana “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta 
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan” sebagaimana 
dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  

2. Menjatuhkan pidana  terhadap Terdakwa dengan penjara selasa 15 tahun denda sebesar Rp 
4.000.000.000, (empat miliyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.  

Terdakwa mengajukan banding dengan Putusan Nomor : 596/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 09 Mei 2019 
dengan amar putusan sebagai berikut :  

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana 
“pencucian uang”.  

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 8 
(delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp 4.000.000.000.00.- (empat Miliyar Rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.  

Menurut penulis tuntutan yang telah dijatuhkan oleh AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, SE alias 
TAUFAN dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp 4.000.000.000.00.- 
(empat Miliyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 
selama 6 (enam) bulan masih belum maksimal untuk Terdakwa. Namun, Ringannya tuntutan tersebut 
mungkin dapat dilihat dari penyesalan  Terdakwa yang meyakinkan bahwa yang dilakukannya bersalah 
dan menyesal.  

Majelis hakim tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 144.K/Pid.Sus/2020 tanggal 09 Maret 2020 
dengan mempertimbangkan pertanggung jawaban pidana Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya 
pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada 
pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum 
ancaman pidanya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang duitentukan oleh peraturan 
perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, 
dan in casu Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman tersebut memberikan pertimbangan yang cukup 
tentang kedaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan.  
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Terkait dengan pertanggung jawaban pidana sebagai pertimbangan majelis hakim dalam Putusan 
Nomor 144.K/Pid.Sus/2020 tanggal 09 Maret 2020 terdapat beberapa teori yang menguatkan perkara 
tersebut yaitu :  

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan 
pelanggaran harus diberikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 
mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa 
setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana 
guna menjamin kepastian hukum. Teori Kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu 
persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari 
segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi 
hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai 
pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak akan diberikan sanksi akan 
tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.  
Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakan hukum seseorang hakim juga harus diperhatikan 
teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rrasa 
keadilan tdak tepat apabila terdakwanya semata-mata bukan atas dassar niat jahat dan sudah berlanjut 
usia, dibawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman 
pidana penjara maka hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai 
hukum dan rasa keadilan hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.  

Dalam Putusan Nomor 144.K/Pid.Sus/2020 belum memberikan tujuan atas pertimbangan majelis 
hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus memiliki unsur keadilan, kepastian hukum dan manfaat 
untuk pelaku tindak pidana pencucian uang. Sehingga, dapat memberikan efek jera atau kesadaran agar 
tidak mengulanginya kembali. Bahwa hukum tidak hanya harus dipatuhi tetapi juga memberikan manfaat 
positif untuk masyarakat dan negara yang memiliki aturan hukum.   
  
KESIMPULAN   

Dari uraian hasil dan pembahasan dalam kajian diatas, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan 
bahwa putusan pengadilan yang diteliti bukan merupakan putusan yang memenuhi tujuan hukum yaitu 
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pertanggung jawaban hukum pidana dalam Putusan Nomor 
144.K/Pid.Sus/2020 dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana 
Narkotika tidak tepat karena telah melanggar hukum formal maupun materiil, sehingga putusan yang 
dihasilkan akan menimbulkan permsalahan hukum dikemudian hari karena ringannya tuntutan yang telah 
ditetapkan. Dengan meringankan hukuman pidana bagi Terdakwa dalam kasus pencucian uang, akan 
memberikan kebebasan dalam mengajukan permohonan keringan dalam mempertanggung jawabkan 
perbuatan pidananya. Yang seharunya dapat memberikan kemanfaat bagi Terdakwa agar dikemudian hari 
tidak melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang dan tidak merugikan diri sendiri dan lingkungan 
sekitar. Konsep kemanfaatan dalam upaya pertanggung jawaban hukum pidana pencucian uang dari 
Terdakwa yang tercermin dalam putusan hakim dinilai sangatlah penting guna mencapai tujuan esensi dari 
hukum.  
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